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ABSTRAK

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK , SURAT TEGURAN,
SURAT PAKSA DAN AKUNTANSI
PAJAK PPh BADAN TERHADAP
PENERIMAAN
PAJAK

RAHMAWATI PUTRI
21051701
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan
menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat
paksa dan Akuntansi pajak Pph badan secara simultan berpengaruh terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitain kualitatif, dan sumber
data primer yang diperolah dari wawancara dan kuesioner. Teknik pengambilan
sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan Teknik rumus slovin, dengan
jumlah responden 100 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi analisis regresi linier berganda ,

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan iesimpulan Kesadaran wajib
berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di
KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak memiliki kesadaran
pajak yang baik maka akan menigkatkan penerimaan pajak, Surat teguran
berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di
KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat teguran berjalan efektif maka
akan menigkatkan penerimaan pajak, Surat paksa berpengaruh positif signifikan
terhadap Penerimaan Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan
demikian jika surat paksa berjalan efektif maka akan menigkatkan penerimaan
pajak, Akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib pajak
memliki pemahaman akuntansi pajak yag baik maka akan menigkatkan
penerimaan pajak dan Kesadaran wajib pajak, Surat tegura, surat paksa dan
akuntansi pajak nmemiliki pengaruh psoitif signifikan terhadap Penerimaan Pajak
wajib pajak di KPP Medan Belawan

Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak, surat teguran , surat paksa dan
penerimaan pajak



ABSTRACT

THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS, WARNING LETTERS,
COERCIAL INCOME TAX ACCOUNTING ON TAX REVENUE

RAHMAWATI PUTRI
21051701
Accounting Study Program
Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatra

This study was conducted to examine and analyze the simultaneous influence of
taxpayer awareness, warning letters, coercive letters, and corporate income tax
accounting on tax revenue at the Medan Belawan Pratama Tax Office (KPP
Pratama). This study used a descriptive approach with qualitative research, and
primary data sources were obtained from interviews and questionnaires. The
sampling technique used was the Slovin formula, with 100 respondents. The
analysis conducted in this study included multiple linear regression analysis.

The results concluded that taxpayer awareness has a significant positive effect on
tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office (KPP). Therefore,
if taxpayers have good tax awareness, it will increase tax revenue. Warning
letters have a significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the
Medan Belawan Tax Office (KPP). Therefore, if warning letters are effective, they
will increase tax revenue. Distress letters have a significant positive effect on tax
revenue among taxpayers at the Medan Belawan Tax Office. Therefore, if distress
letters are effective, they will increase tax revenue. Tax accounting has a
significant positive effect on tax revenue among taxpayers at the Medan Belawan
Tax Office. Therefore, if taxpayers have a good understanding of tax accounting,
it will increase tax revenue and taxpayer awareness. Warning letters, distress
letters, and tax accounting have a significant positive effect on tax revenue among
taxpayers at the Medan Belawan Tax Office.

Keywords: Taxpayer awareness, warning letters, distress letters, and tax
revenue.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Membayar pajak adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang dalam
sebuah negara terutama di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak dilematika
mengenai pajak baik dalam kepatuhan, ketertiban, dan yang terpenting adalah
dalam bidang administrasinya. Masalah ini seharusnya benar-benar diperhatikan
untuk perubahan yang lebih baik dan teratur dalam aspek perpajakan (Ersanawita,
2015). Peningkatan penerimaan perpajakan tentunya akan memberikan dampak
positif terhadap pembangunan nasional. Adapun hal yang dapat meningkatkan
penerimaan pajak salah satunya adalah dengan mendorong wajib pajak untuk
patuh dalam membayar pajaknya.

Penerimaan pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan
oleh wajib pajak terkait dengan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran
serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya
mendapatkan himbauan untuk dapat memnayarkan pajaknya dari pemerintah
daerah, pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan
aturan yang mensinkronisasi keperluan masyarakat (Ammy, 2023)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak antara lain
pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi
perpajakan, pengetahuan dan perubahan aturan perpajakan (Utari & Supadmi,
2017). Dari beberapa faktor tersebut peneliti memfokuskan pada variabel

kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak pph badan.



Faktor pertama yang mempengaruhi Penerimaan pajak adalah kesadaran
wajib pajak, Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan
sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di
dalam pelaksanaanya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Hafsah &
Ramadhani, 2021). Pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan
membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Di samping itu potensi
bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. Maka
dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor
terpenting. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin
tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin
tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Penerimaan pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (N.
Rahayu, 2010)

Faktor selanjutnya dalam penelitan ini yang mempengaruhi Penerimaan
pajak adalah surat teguran, Menurut (Ritonga & Zauhari, 2021) Penagihan pajak
adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena
Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya
mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan,
surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT) merupakan
surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan denda (Ritonga, 2017). Apabila wajib pajak tidak
membayar hingga jatuh tempo, maka akan diterbitkannya surat tagihan pajak.
Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan

pajak yaitu peraturan meteri keuangan republik Indonesia Nomor



145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat
Ketetapan Pajak, “Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan
pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak selanjutnya yaitu surat
paksa, Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan
pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau
sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat
Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan
Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui
penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak
tidak menepati keputusan tersebut.

Selanjutnya yang mempengaruhi Penerimaan pajak adalah akuntansi pajak
pph badan, Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan
memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang.
Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara
kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan
memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan
tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh [1AIl, hanya dengan
menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan
perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan

perpajakan.



Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan untuk melihat

tingkat Penerimaan pajak dan faktor yang mempengaruhinya, adapun data jumlah

wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Belawan

0,
-LZ?SQ WPOP Target Realisasi Selisih Efekfi)fitas
2021 8.225 4,384,150,912 | 3,408,775,850 | 975,375,062 77.75%
2022 9.735 5,470,046,000 | 4,933,755,692 | 536,290,308 90.20%
2023 8.270 6,841,251,000 |4,036,767,021 | 2,804,483,979 | 59.01%

Sumber : KPP Pratama Medan Belawan (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang
pribadi mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 jumlah
WPOP sebanyak 8.225 dengan penerimaan pajak mencapai 77,75%, kemudian di
tahun 2022 WPOP meningkat menjadi 9725 dan penerimaan pajak juga
meningkat menjadi 90,20%, namun pada tahun 2023 ketika WPOP menurun
sebanyak 8.270 , penerimaan pajak juga menurun menjadi 59,01%, tentunya pada
tahun 2023 dengan WPOP yang lebih banyak dari tahun 2021 namun tingkat
penerimaan pajak hanya sebesar 59%, Menurut (Suwiknyo, 2020) tingkat
penerimaan pajak yang baik adalah ketika sesuai mencapai target yang ditetapkan
dan cenderung meningkat setiap tahun, atau berada di atas 85%. Dari tabel di atas
artinya tingkat kepatuhan di tahun 2021 dan 2023 berada dibawah 85% yang

artinya penerimaan pajak masih belum baik.

Tabel 1.2. Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarakan KPP
Pratama Medan Belawan

Tahun Surat Surat Paksa Pener_lmaan
Teguran Pajak
2021 2,167 1,155 3,408,775,850




2022 2,183 1,413 4,933,755,692
2023 3,104 1,821 4,036,767,021
Sumber : KPP Pratama Medan Belawan (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun
dalam hal penagihan pajak, KPP Pratama Medan Belawan telah mengeluarkan
surat penagihan pajak yang di dominasi oleh surat teguran yang terus meningkat
dari tahun ke tahun , pada tahun 2023 surat teguran mengalami peningkatan
sebesar 3.104, namun penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan akan tetapi
mengalami penurunan, demikian juga dengan surat paksa yang terus meningkat
dari tahun ke tahun , namun penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan akan
tetapi mengalami penurunan hal ini mengindikasikan permasalahan pada wajib
pajak di KPP Pratama Medan Belawan sehingga harus dikeluarkan surat teguran
dan surat paksa namun belum mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan
pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Nainggolan, 2018) dan
(Astana & Merkusiwati, 2017) , yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Putra, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Untuk variabel surat teguran penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari et
al., 2016) dan (Rahmawati & Handayani, 2023) , yang menyatakan bahwa surat
teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Aprilia et al., 2020) yang menyatakan bahwa surat teguran tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk variabel surat paksa penelitian

yang dilakukan oleh (Kurniasari et al., 2016) dan (Rahmawati & Handayani,



2023), yang menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan
pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia et al., 2020) yang
menyatakan bahwa surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Untuk variabel sanksi perpajakan penelitian yang dilakukan oleh (Sriniyati, 2020)
dan (Wardani & Rumiyatun, 2017), yang menyatakan bahwa sanksi pajak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Putra, 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sehubungan dengan fenomena yang dialami maka peneliti tertarik untuk
membahas dan menganalisis permasalahan yang berjudul “Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Akuntansi Pajak PPh Badan
Terhadap Penerimaan pajak (Studi Kasus Pada pada KPP Pratama Medan
Belawan).”

1.2. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat ditemukan identifikasi masalah
sebagai berikut:

1. Tingkat penerimaan pajak yang mengalami penurunan signifikan di tahun

2023

2. Tingkat penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2023 sangat rendah dan

berada dibawah 85%

3. Surat penagihan pajak berupa surat teguran dan surat paksa yang
dikeluarkan belum mampu meningkatkan penerimaan pajak
4. Adanya gap atau perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait hubungan

antar variabel yang diteliti



1.3. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini permsalahan penelitian dibatasi dengan menganalisis
faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
yaitu kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak pph
badan.
1.4. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
pada KPP Pratama Medan Belawan?
2. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP
Pratama Medan Belawan?
3. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP
Pratama Medan Belawan?
4. Apakah Akuntansi pajak Pph badan berpengaruh terhadap penerimaan
pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
5. Apakah Kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa secara dan
Akuntansi pajak Pph badan secara simultan berpengaruh terhadap

penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?

1.5. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas

yaitu untuk mengidentifikasikan:



1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat teguran terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh surat paksa terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, surat
teguran, surat paksa dan Akuntansi pajak Pph badan secara simultan
berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan
Belawan
1.6. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat bagi akademis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dan referensi bagi
mahasiswa/mahasiswi untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara
surat penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sanksi perpajakan,
dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Manfaat bagi pihak lain
Penelitian ini mengharapkan akan menghasilkan informasi yang

bermanfaat untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan terkait



penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, sanksi pajak dan kesadaran
wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap penerimaan pajak.

3. Manfaat praktis

Bagi peneliti dan pembaca, penulis mengharapkan mampu menambah
wawasan dan pengetahuan juga referensi mengenai penagihan pajak dengan surat
teguran dan surat paksa, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak dan kondisi

keuangan terhadap penerimaan pajak
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis
2.1.1. Penerimaan Pajak
2.1.1.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011: “Penerimaan
perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri
dan pajak perdagangan internasional.” Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016)
pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut: “Penerimaan pajak
merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di negaranya.” menambahkan bahwa jika
kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap APBN, maka semakin besar
pula kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu negara, karena
pada hakikatnya pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan ke
masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, lapangan
pekerjaan, rasa aman dan nyaman bagi dunia usaha dengan memberikan sarana
infrastruktur, serta menjaga lingkungan usaha yang kondusif dan kompetitif.

Definisi Penerimaan Pajak menurut (S. K. Rahayu, 2017) Penerimaan
Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan
kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah.
Penerimaan pajak Penghasilan (Hanum et al., 2021) adalah : “Pajak Penghasilan
adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang

diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak”.

11
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Dengan demikian, penerimaan pajak harus dikelola sehingga
sumbangsihnya pada APBN dapat berlangsung terus-menerus (Waluyo, 2016)
juga mengungkapkan beberapa alasan perlunya dilakukan pengelolaan
penerimaan pajak, yaitu:

1. Penerimaan pajak bukanlah utang ataupun pinjaman (loan),
sehingga tidak ada kewajiban untuk melunasi pokok utang dan
bunga, melainkan merupakan penerimaan (income).

2. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat
diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara
optimal sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah serta masyarakat.

3. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam
pembangunan sehingga memiliki nilai politis dan psikologis bagi
kredibilitas pemerintah.

2.1.1.2. Sumber-Sumber Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 : “Penerimaan perpajakan
adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri
dan pendapatan pajak perdagangan internasional.” Di mana di dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 juga terdapat definisi mengenai Pendapatan Pajak
Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, yang berbunyi :
“Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal
dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak
bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.”

“Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara

yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.”
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2.1.1.3. Indikator penerimaan pajak

Menurut (S. K. Rahayu, 2017) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah
Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi
Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam
Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak.

Kontribusi pajak dalam tatanan penerimaan negara merupakan sumber
utama penerimaan yang menjadi tulang punggung untuk menopang kebutuhan
dalam pembiayaan APBN dan menjalankan roda pemerintahan negara serta
berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta kesejahteraan rakyat.
Masyarakat sangat berperan penting memberikan kontribusi pada pendapatan
negara melalui kepatuhan nya dalam membayar kewajiban pajak (Maha &
Hanum, 2021). Dari hal tersebut, masyarakat berperan dalam mensukseskan
pembangunan infrastruktur negara.

2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran yang dimiliki manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat
menempatkan diri sesuai dengan yang diyakininya. Kesadaran menunjukkan
bagaimana cara kita bertindak untuk menyikapi realita yang ada. Kesadaran
memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah
teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan,
penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudkan pelaksanan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak
selaku pihak pemberi dana bagi negara. Di samping itu juga tergantung pada
kemauan Wajib Pajak sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak
Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan
sederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di
dalam pelaksanaanya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya
tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan
belanja. Di samping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah
menjadi taxpayers behavior. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak dalam
membayar pajak merupakan faktor terpenting. Kesadaran Wajib Pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan
meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Abdullah & Nainggolan, 2018).
Kesadaran perpajakan menurut (Hanoum, 2022) menyatakan bahwa
Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahuli,
mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta
memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Kesadaran wajib pajak akan timbul dengan sendirinya jika, (Hanoum,
2022):
a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
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f.  Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar
2.1.2.2. Cara Membangun kesadaran wajib pajak
Dalam rangka membangun kesadaran wanjib pajak, ada beberapa hal yang
dapat dilakukan oleh Direktot Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan
kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu antara lain (Khasanah & Yushita, 2016) :
a. Melakukan Sosialisasi
Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat,
maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak kea
rah yang lebih positif.
b. Memberikan kemudahan
Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan
terhadap wajib pajak. Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap
meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.
¢. Meningkatkan Citra Good Governance
Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa
saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga
kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan,
bukan suatu kewajiban.
d. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan
perpajakan.
Melalui pendidikam khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat

mendorong wajib pajak kearah yang bositif dan mampu menghasilkan pola



16

piker yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif
sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Law Enforcement

Dengan penegakan hukum dengan adil dan benar maka akan memberikan
pengaruh yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian
sukarela Wajib Pajak.

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak.

Kepercayaan masyarakat terhadap Dirtjen Pajak mengalami penurunan akibat
terjadi  kasus oknum perpajakan yang menyimbang sehingga upaya
penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak amatlah sangat diperlukan untuk meningkatkan
penerimaan pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi
tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula penerimaan

pajak.

2.1.2.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Untuk dapat memastikan dan melihat seorang wajib oajak memilki

kesadaran atau tidak dalam membayar pajak, diperlukan beberapa indikator yang

dapat menentukan dan membedakan apakah wajib pajak tersebut telah memiliki

kesadaran atau tidak. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadran

wajib pajak menurut (Hanoum, 2022) yaitu :

1. Mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar
pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana

pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerinta secara rutin.
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2. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan dapat
digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas
pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan pembiayaan
dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.
2.1.3. Surat Teguran
2.1.3.1. Pengertian Surat Teguran

Menurut UU PPSP Pasal 1 angka 10, surat teguran, surat peringatan atau
surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur
atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat
teguran ini diterbitkan apabila utang pajak yang tercantum berdasarkan Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) sampai melewati waktu 7
(tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya

Menurut (Ritonga & Zauhari, 2021) Penagihan pajak adalah perbuatan
yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus karena Wajib pajak tidak
mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran
pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan
dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT) merup\akan surat yang dikeluarkan
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

denda. (Ritonga, 2020)

2.1.3.2. Fungsi Surat Teguran
Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka

akan diterbitkannya surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak memiliki
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dasar hukum yang sama dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan

meteri keuangan republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak,

“Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan

atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”. Lampiran Surat

Tagihan Pajak yaitu berupa Nota Penghitungan (Nothit) dan Lembar

Penghitungan (Lemhit).

Berdasarkan undang-undang nomor 189/PMK.03/2007 Pasal (1)

Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Direktur Jenderal

pajak (DJP) dapat menerbutkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1.

2.

Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung

Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tidak

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat

waktu.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi

tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan perubahannya, selain:

a. ldentitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf
(b) Undang — Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan

perubahannya.
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b. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang —
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam
hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan
masa penerbitan faktur pajak.

7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan.

Penerbitan ~ Surat  Teguran  harus  dilakukan  dengan
mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum
keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008
menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak
menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam
pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah
pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak
mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan
tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan
keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena
dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan
permohonan keberatan

. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah

pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya
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permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat

teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pengajuan banding
2.1.3.3. Indikator Surat Teguran

Adapun indikator penagihan pajak menurut (Waluyo, 2016) adalah :
“Jumlah surat paksa, jumlah surat teguran, jumlah surat sita, dan lelang”.
Sedangkan menurut (S. K. Rahayu, 2017) indikator penagihan pajak adalah :
“Surat tagihan pajak”. Namun dalam penelitian ini indikator penagihan pajak
yang akan digunakan oleh peneliti adalah persepsi wajib pajak atas surat teguran
yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan
menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang
menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung
pajak tidak menepati keputusan tersebut. Penerbitan Surat Teguran harus
dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya
hukum keberatan dan banding atas utang pajak menyebabkan tertangguhnya jatuh
tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas
SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

a. Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah
pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak
mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan
tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh

tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan
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keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena
dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan
permohonan keberatan.

b. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah
pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya
permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat
teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pengajuan banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan
3(tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan
SKPKB/SKPKBT karenadalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih
mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

2.1.4. Surat Paksa
2.1.4.1. Pengertian Surat Paksa
Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan
pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau
sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat
Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan
menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang
menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung
pajak tidak menepati keputusan tersebut. Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat

Paksa diterbitkan apabila:
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a. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis

b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika
dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak

2.1.4.2. Fungsi Surat Paksa
Fungsi surat tagihan pajak menurut direktorat jenderal pajak (DJP):
a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutan menurut surat
pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak.
b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
c. Sarana untuk menagih pajak.
Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 2/PJ/2012
Isi/Format Formulir SPT:
a. Pajak penghasilan (PPh) Badan/orang pribadi
b. PPh Pemotongan/Pemungutan
c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
d. Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM)
e. Beda Materai
f. Bunga/Denda Penagihan.
Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat
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menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau

setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau

pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan
pajak. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2007

Tentang Jangka Waktu Pelunasan. Ketika Wajib Pajak menerima STP,

maka Wajib Pajak dianggap memiliki utang pajak yang masih harus

dibayarkan sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, yakni

1 bulan sejak tanggal diterbitkannya STP.Menurut pasal 8 ayat (1) UU

PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1) Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis .

2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak
seketika dan sekaligus.

3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak

2.1.4.3. Indikator Surat Paksa

Adapun indikator surat paksa dalam penelitian ini yaitu persepsi wajib

pajak atas surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU

PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oeh juru sita dengan pernyataan
dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam

berita acara.
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Pemberitahuan surat paksa dilakukan dengan cara :

1) Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain
yang memungkinkan.

2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di
tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai.

3) Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggalk dunia dan harta
warisan belum dibagi.

4) Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggla dunia
dan harta warisan telah dibagi.

2.1.5. Akuntansi Pajak PPh Badan (X4)
2.1.5.1. Pengertian Akuntansi Pajak PPh Badan

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai
tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi
Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang
dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah
perhitungan perpajakan (Waluyo, 2014). Pembukuan perpajakan tetap
menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh 1Al, hanya dengan menghilangkan
prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan
menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang

bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non

Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
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PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal
17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak
Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara
angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat
pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus
dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
2.1.5.2. Tujuan Akuntansi Pajak PPh Badan
Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax
burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang
ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return), karena
pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan
kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
(Harun. N, 2012) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari
perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

memaksimalkan laba setelah pajak

3. meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi
pemeriksaan pajak oleh fiskus

4. memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif,
sesuai dengan ketentuan perpajakan

no

2.1.5.3. Indikator Akuntansi Pajak PPh Badan
Menurut Suandi (2011:13) indikator Akuntansi Pajak PPh Badan adalah
sebagai berikut :
1. Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada
Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen
yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung

seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan
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dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara
sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan
sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk
memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan
pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu,
seorang manajer perpajakan harus memerhatikan faktor- faktor baik internal
maupun eksternal, yaitu fakta yang relevan, fakta pajak, faktor non pajak
Lainnya.
Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
Hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara
yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses
perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi
dan hubungan yang paling menguntungkan.
Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian
kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu
dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan
pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencaan.
Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau
tidak, tentu harus di evaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan

perubahaan (up to date planning) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan
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penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang

penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan,

karena bagaimanapun juga kerugian yang membantu jika pembuatan suatu

rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan

dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian

potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah

berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari

undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut

dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan

selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Adapun

penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
Namq . Judul Variabel Hasil Penelitian
No | Peneliti
Arisman Dampak Variabel 1. Kepatqhan Wiajib Pajak
Parhusipl Kepatuhan  Wajib Independen : danPemeriksaan Pajak
Montaris Paiak Dan berpengaruh signifikan
Silaen2 | Tri | poosrivssan paap | KEPAWUNAN | terhadap Penerimaan Pajak
wulandari3 JaK | Wajib  Pajak | pada Wajib Pajak di Kota
1 Terhadap (X1) d
(2024) Penerimaan Pajak Pemériksaan Medan.
Pada Wajib Pajak | paiai (x2) 2. Hasil uji koefisien
| Di Kota Medan _ determinasimenunjukkan
Jurnal Inovasi Variabel bahwa variabel Penerimaan
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No gsgﬁti Judul Variabel Hasil Penelitian
Daerah, Vol Dependen : Pajak dapat dijelaskan oleh
1, No. 2, ) variabel Kepatuhan Wajib
Februari 2024 Penerimaan Pajak dan  Pemeriksaan

Pajak () Pajak, Sedangkan sisanya
dapat dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini,
seperti  Sanksi Perpajakan
dan Kesadaran Wajib Pajak

Indira Variabel

Mohammadl Pengaruh Independen .

i:’[.)éYSIgeranQZ Ezmgilﬁgﬁan PaDerll Pemeriksaan 1.Pemeriksaan pajgk
‘Sonny Terhadap Pajak  (X1), berpengaruh secara parsial
Pangerapan3 | Penerimaan Pajak Penagihan te_rhadap penerimaan  pajak
(2017) Pada Kantor Pajak (X2) di KPP Pratama Manado.

2 Jurnal  Riset Eelayanan zajak Variabel 2.Penagihan pajak
AKUNEANSi ratama Manado Dependen : berpengaruh secara pars_lal
Going _ te_rhadap penerimaan pajak
Concern Eepeglrgaan di KPP Pratama Manado.
12(2), 2017, ajak (¥)

938-949
Variabel 1.Pemeriksaan pajak
Independen : berpengaruh positif
Ika _ signifikan terhadap
Rahmawatil* (P)eérll;erlksasan t penerimaan pajak,
A ura
?_!' a?]zsz:?/gn?z\;w Pengaruh Teguran (X2) | 2.Surat  teguran  pajak
(2023) Pemeriksaan, Surat | gyrat  Paksa b_erp_engaruh positif
Teguran, Surat (X3)  Waijib | signifikan terhadap
Paksa, Wajib Pajak | pajak (X4) penerimaan pajak

3 Terhadap _
PERMANA : | Penerimaan  Pajak 3.Surat paksa pajak
Jurnal KPP Pratama _ b_erp_epgaruh positif
Perpajakan, Semarang Varia signifikan terhadap
Manajemen, | Candisari bel Dependen | penerimaan pajak,
dan : .. .

. 4Jumlah  wajib pajak
Akuntansi Peneri | berpengaruh positif
maan  Pajak | signifikan. signifikan

() terhadap penerimaan pajak.

Aidil Pengaruh Variabel 1.Jumlah  surat  teguran
Fitrisyah dan _ _ Independen : | Maupun jumlah surat paksa
- Penagihan Pajak yang diterbitkan untuk wajib

4 | Ermadiani Penagihan pajak badan tidak

(2018) Dengan Surat | pajak (X) berpengaruh signifikan
Teguran Dan Surat terhadap penerimaan
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Nama_ . Judul Variabel Hasil Penelitian
No | Peneliti
Paksa  Terhadap | Variabel tunggakan pajak badan pada
Penerimaan Dependen : KPP Pratama Palembang
Akuntabilitas | Tunggakan Pajak _ Seberang Ulu
:Jurnal Badan Pada Kpp | Penerimaan
Penelitian Pratama Tunggakan
Dan Palembang Pajak (Y)
Pengembanga | seberang Ulu
n Akuntansi
Variabel 1. Kewajiban kepemilikan
Independen: | NPWP  secara  langsung
Tjokorda Gde Penagihan berpengaruh  positif  dan
Aqggadhika Pengaruh Pajak (X1) sigp_ifika_n dalam kesadaran
\Ii\rlécri%/:na Penagihan  Pajak | Kepemilikan wajib pajak.
Putra (2021) dNag]morKepemF::)lll:gE \’;'V(;r??gr Pg:_‘;t 2. Penerimaan pajak secara
Wajib Pajak (X2J) J8% 1 langsung akan  dipengaruhi
Terhadap secara positif dan__3|gn|f|kan
5 _ Kesadaran  Waiib oleh kesadaran wajib pajak.
Public 3 JI
Inspiration: | Pajak_ dan Variabel 3.Dengan dimediasi
Jurnal Penerimaan Pajak Darlag , Kesadaran ~ wajib  pajak,
Administrasi | di Kantor | Dependen . pengaruh penagihan pajak
Publik, 6 (2) | Pelayanan  Pajak Kesadaran terhadap penerimaan pajak
(2021), 116- | PratamaGlanyar |\ 5™ poia | terbukti — positif  dan
141 (Y1) signifikan, dan mendapatkan
Penerimaan 1 (satu) bentuk partial
Pajak (Y2) mediation
) ) Variabel
Sindik Widati E:?g‘iiigan Ppa;?k' Indepe_znden Hasil penelitian menunjukan
jak | Penagihan :
1 . Ayang | pan Kepatuhan | paiak (X1) bahwa pengar_uh penagl_han
Maulana 2 , Wajib Pajak PeJm eriksasn pajak, pemeriksaan pajak,
(2022) Terhadap Pajak (X2) dan kepatuhan \_/\{ajib pajak
6 Jurmal Penerimaan Pajak : berpepgaruh p03|'t|f terhad_a.tp
Akunansi | Wailb Pajak Orang | Veriabel | Penerinean | pajak  waji
Bisnis Pelia | Fibadi - (Studi | Dependen: |
Bangsa- 2022 prop Penerimaan
Pajak (Y)
Esti Pengaruh Variabel 1.Kesadaran wajib pajak,
Hilminawati | kesadaran  wajib | Independen sanksi  perpajakan  dan
1 (2023) pajak dan sanksi | :kesadaran penerimaan pajak bumi dan
perpajakan wajib  pajak | bangunan di  Kabupaten
7 terhadap (X1) dan | Majalengka dalam kategori
Jurnal  Riset | penerimaan pajak | sanksi sangat baik.
Akuntansi bumi dan bangunan | perpajakan
dan di Kabupaten | (X2) 2.Secara parsial kesadaran
Perbankan MAJALENGKA wajib pajak dan sanksi
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Nama

No | Peneliti Judul Variabel

Hasil Penelitian

Vol 17 No 1 | (Studi Kasus Pada | Variabel
Februari 2023 | Badan Pendapatan | Dependen
Daerah Kabupaten | :Penerimaan
Majalengka) Pajak (Y)

perpajakan berpengaruh
positif signifikan terhadap
penerimaan pajak bumi dan
bangunan.

3.Dapat disimpulkan
pula bahwa kesadaran wajib
pajak dan sanksi perpajakan
secara simultan berpengaruh

positif signifikan
penerimaan pajak bumi dan
bangunan.

Sumber : data diolah

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai
dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib
Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak,
systemselfassessment dan pendapatan .Penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self
assesment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam
melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Esti Hilminawati (2023), (Hartana and Merkusiwati,
2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap
penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadran wajib pajak

maka akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan pajak.



31

2.3.2. Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak
atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak,
khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat
peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT)
merup\akan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020).

Surat teguran akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang
menerimanya, biasanya ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak sehingga surat penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap
penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023),
Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) menunjukkan bahwa surat teguran
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3.3. Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan pajak

Surat paksa merupakan surat penagihan pajak setelah adanya surat
teguran. Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan
diterbitkannya surat tagihan pajak yang kemudian jika terus diabaikan akan
dikeluarkan surat paksa. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama
dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan meteri keuangan republik Indonesia
Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan
Surat Ketetapan Pajak.

Surat paksa akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang

menerimanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023),
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Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) didapatkan hasil bahwa surat paksa
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
2.3.4. Pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap Penerimaan pajak

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang
bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non
Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal
17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak
Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara
angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat
pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus
dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan

Dalam hal hubungannya dengan penerimaan pajak ketika seorang wajib
pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri tanpa diwakilkan oleh pihak
lain maka akan meningkatkan kemampuannya dalam melaporkan dan membayar
pajak, sehingga hal ini akan berdampak kepada pembayaran pajak yang tepat
waktu dan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, gambaran tentang pengaruh pengetahuan
perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :



Kesadaran wajib
pajak (X1)

Surat Teguran (X2)
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Surat Paksa (X3)

Penerimaan Pajak

(Y)

\

Akuntansi Pajak PPh
Badan (X4)

A
|
|
|
I
I
I
|
|
|
I
I
I
|
|
|
I
1

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan, kesimpulan atau jawaban sementara terhadap

permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono,

2009). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh kesadaran wajib terhadap penerimaan pajak pada KPP

Pratama Medan Belawan

2. Ada pengaruh surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama

Medan Belawan

3. Ada pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama

Medan Belawan
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4. Ada pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap penerimaan pajak

pada KPP Pratama Medan Belawan



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan
metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian asosiatif adalah sebuah
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau
lebih. Peneliti dengan metode kuantitatif adalah menganalisis dan melakukan
pengujian teori melalui variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan
angka dan melakukan analisis data statistik.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Defini perasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Defenisi Operasional Variabel
No | Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
1 Kesadaran [Suatu kondisi dimanal. Persepsi WP Likert

wajib pajak seseorang  mengetahui,2. Penyuluhanperpajakan
(X1) mengakui, menghargai3. Kesediaan membayar|
dan menaati ketentuan| pajak

perpajakan yang
2 |Surat TeguraniSurat yang dikeluarkan(l. Persepsi WP Likert
(X2) untuk memberikan2. Moral  atas  Suraf

peringatan akan tagihan| teguran
pajak kepada wajib pajak(3. Timbal balik

3 | Surat paksa [kegiatan pelaksanaan| 1. Persepsi WP Likert
(X3) penagihan pajak yang]2. Moral atas Surat paksa
dilakukan setelahi3. Timbal balik

penerbitan Surat Teguran
Surat Peringatan

33
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No | Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
4 | Akuntansi [Perlakuan terhadapl. Basis data  yang Likert
pajak pph |perpajakan dan| lengkap
badan (X2) |pelaporan pajak secara?.Evaluasi perencanaan
mandiri tanpa pajak
diwakilkan 3. Pemutakhiran daata

5 | Penerimaan [Perimaan pajak adalahfl. kepatuhan wajib pajak Likert
pajak(Y) |pajak yang dipungut2. pembayaran tepat]
dikelompokkan kepadawaktu

pajak pusat, bea dan{3. pelaporan SPT
cukai, pajak daerah,
maupun retribusi daerah

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian
3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KPP Pratama Medan
Belawan yang beralamat di JL Kolonel Laut JI. KL. Yos Sudarso No.27 KM 8,
RW.2, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

3.3.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan Juni 2025 sampai dengan bulan
November 2025 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Waktu Penelitian

N Jenis

o Kegiatan Maret April Mei Juni Juli Agustus
213 213 213(4|1|2|3|4
1 Pra riset
2 [Pengajuan judul
3 [Bimbingan
proposal

4 |Seminar proposal

5| Pengumpulan
data

6 | Pengolahan data
dan analisis data
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7| Penyusunan
skripsi

8 Bimbingan
Skripsi

9 |Sidang meja hijau

Sumber : data diolah 2024

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.5.

3.4.1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data
yaitu Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau
nominal. Data yang berupa data struktur organisasi dan kinerja KPP Medan
belawan
3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer, Menurut Husein
Umar (2013) data primer adalah: “data yang didapat dari sumber pertama
baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil
pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
Populasi dan Sampel Penelitian
3.5.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak
Badan yang mendaftarkan SPT pada KPP Medan Belawan yang terdaftar

yaitu sebanyak 8.270.
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3.5.2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini
sampel diambil dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin adalah
sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal

apabila jumlah populasi cukup banyak. Berikut rumus yang digunakan :

+ B(@)?

Keterangan :

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam
penelitian ini 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang
akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak

8.270 dan e = 10% vyaitu :

n= 8270
"~ 1+8270 (0,10)2

_ 8270
~ 1+8270(0,01)

8270
T 148270

n = 94,6 dibulatkan menjadi 100 responden
dari perhitungan penarikan sampel di atas dapat disimpulkan

bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden.
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3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Pustaka

Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data
sekunder (Indriantoro & Supomo, 2002). Peneliti memproleh data yang
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal,
skripsi, dan internet. Tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka
dimaksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dari penulis agar
mampu memperoleh hal-halbaru dan memperoleh suatu pemikiran yang
lebih kritis terhadap menganalisa data dalam penelitian. Selain itu, studi
pustaka juga digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian serta
mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi

Dalam tahap ini merupakan kegiatan yang berpengaruh dengan
mengumpulkan data dan mencari data-data objek penelitian yang
diperolehdari instansi.
3. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian berupa data-data mengenai persepsi
responden mengenai setiap variabel yan digunakan di dalam penelitian ini.
Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala likert dengan opsi
jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat

tidak setuju.
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Untuk menguji apakah instrumen yang diukur cukup layak digunakan
sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan

pengukurannya maka perlu diuji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau
kebenaran dari instrument kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan
data.Validitas isi pengujiannya dilakukan dengan konsultasi dengan dosen

ahli dan diambil dari beberapa pendapat para ahli.

Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan/pernyataan, maka

digunakan teknik korelasi product moment(Sugiyono, 2018), yaitu:

nZxiyi — (Zxi)(Zyi)

Von, =
¥ J{nZxi2 — (Zxi)2HnZyi% — (Zyi)?}
Di mana:
Iy =Korelasi sederhana antara X terhadap Y
n =Banyaknya pasangan pengamatan
>Xi =Jumlah pengamatan variabel x
i =Jumlah pengamatan variabel y

(3>xi?) =Jumlah kuadrat pengamatan variabel x
(X yi®) =Jumlah kuadrat pengamatan variabel y
(X xi)? =Kuadrat jumlah pengamatan variabel x
(3 yi)?> =Kuadrat jumlah pengamatan variabel y
> xiyi =Jumlah hasil kali variabel x dan'y
Ketentuan apakah suatu butir instrumen valid atau tidak yaitu dilakukan
dengan menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikasi 0,05 yaitu jika rniung lebih
besar dari r we(uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item
pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Sebaliknya
jika rhitung lebih kecil dari ruaper (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak

valid).
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b) Uji Reliabilitas
Penguji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach Alpha.
Menurut Azuar (2013) dikatakan reliabel bila hasil cronbach Alpha 0,60,dengan

rumus sebagai berikut:

\ r.= { K }{Zgbz} (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015)

(k-1)

O
Keterangan:
Ra : reliabilitas intrumen
K : banyaknya butir pertanyaan
Y ob? : total varians butir
c12 : Varians total

Kriteria pengujian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:
a) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni > 0,60 maka instrumen memiliki
reliabilitas yang baik.
b) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni < 0,60 maka instrumen memiliki
reliabilitas yang kurang baik.

3.7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi

Klasik,analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model
dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan yaitu lolos dari uji
asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini bertujuan untuk

memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid, dengan data yang
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digunakan secara teori, konsisten, dan penafsiran koefisien regresinya
efisien.

3.7.1.1. Uji Normalitas

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam
model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya
mempunya distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi
yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.
Pada pengujian ini menggunakan Normal P-Plot. Suatu variabel
dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang
menyebar di sekitas garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data
searah mengikuti garis diagonal.
3.7.1.2. Uji Multikolonearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar
variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonearitas dapat
dilihat dengan nilai VIF, jika nilai VIF < 10 dan mempunyai nilai
tolerance lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolonearitas
3.7.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dengan metode ini untuk mengetahui apakah
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yanglain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat
menggunakan uji gletser. Apabila sig lebih besar dari 0,05 maka tidak
terdapat gejalaheteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang

tidak terjadi heteroskedastisitas.
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3.7.2. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda (multiple regression analysis). Mode regresi berganda
bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan
menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya.
Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat
(YY) yaitu penerimaan pajak dalam membayar pajak, sedangkanvariabel
bebasnya terdiri dari : kesadaranwajib pajak (X1), Surat teguran (X»),
Surat paksa (Xs3) dan Akuntansi Pajak PPh Badan (X4). Dengan
persamaan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y=By +08; X; +B; X, + 33Xz + 4Xs + €

Keterangan :

Y=Penerimaan pajak

R, =Konstanta

X1= Kesadaran wajib pajak

X2= Surat teguran

X3= Surat Paksa

Xas= Akuntansi Pajak PPh Badan
e =Standart Error

3.7.3. Uji Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah suatu proporsi atau tanggapan yang
sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau solusi atas
persoalan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis,
maka digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan, uji
statistik ini meliputi :

3.7.3.1. Uji t (parsial)
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Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
masing- masing variabel independen secara individual terhadap variabel

dependen. Menurut (Sugiyono, 2018)menggunakan rumus :

Keterangan :
t = Distribusi t
r = Koefisien korelasi parsial
12 = Koefisien
Determinasi
n = Jumlah Data
Bentuk pengujian
HO : 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat ().
HO : rs # 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat.
Dengan Kriteria:
a. Bila thitung > trave, Ho = ditolak, maka ada pengaruh signifikan
antara variabel x dan 'y

b. Bila thitung < twper, HO = diterima, maka tidak ada pengaruh

signifikan antar variabel x dan y
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Terima Hy

Tolak Hy Tolak Hy

= thitlmg —tiabel tiabel th.itung

Gambar 3.1
Kurva Pengujian Hipotesis (Uji t)
Sumber: data diolah
3.7.3.2. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-
variabel independent secara simultan (bersama-sama) terrhadap
variabel dependen. Hasil uji F output SPSS dapat dilihat pada tabel
ANOVA.

1) Ho ditolak Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil atau
sama dengan nilai Probabilitas 0.05 atau (sig < 0.05). maka ada
pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara
simultan terhadap variabel dependen.

2) Ho diterima Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih besar
dari nilai probabilitas 0.05 atau (sig > 0.05). maka tidak ada
pengaruh (positif/negatif) signifikan variabel dependen secara
simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Menurut Sugiyono (2014, hal 257), menggunakan rumus :

RZ

~ (0-R>»(n—k-1)
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Keterangan :
R? = Koefisien Determinasi
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah anggota atau kasus
Bentuk pengujian
HO = 0, artinya tidak terdapat hubungan signifikan secara simultan antara
variabel bebas (X) dengan variabel terikat ().
H. # 0, artinya terdapat hubungan signifikan secara simultan antara
variabel bebas (X) dengan variabel terikat ().
Kriteria pengujian Hipotesis:

a. Jika Fhitung < Fraber, maka diterima dan Ha ditolak yang menunjukkan tidak
ada penagruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel
terikat.

b. Jika Fniung > Fravel , maka Ho ditolak dan Ha diterima yang menunjukkan
ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel

terikat.

Ho ditolak

Ho dileriima

Ftabel Fhitmg

Gambar 3.2 Kurva Pengujian Hipotesis (Uji F)
c. Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R?) dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama- sama

terhadap variabel dependen. Uji ini dilihat dari seberapa besar variabel
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independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel

dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R? yang
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Sudjana

(2005, hal 369) menggunakan rumus :

KD =12 x 100%

Keterangan :
KD = Nilai Koefisien Determinasi
r2 = Koefisien Korelasi dikuadratkan



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data
Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada reponden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP
Medan Belawan maka diperoleh 100 orang responden yang mengisi kuesioner
melalui penyebaran angket, penulis melakukan klasifikasi penelitian berdasarkan
usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Pengelompokan data sampel tersebut
diperlukan untuk melihat gambaran umum dari responden yang merupakan wajib

pajak Di KPP Medan Belawan. Adapun demografi responden sebagai berikut :

Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

<31 Tahun 36 36.0 36.0 36.0

31-40 tahun 10 10.0 10.0 46.0
valig  41-50 Tahun 42 42.0 42.0 88.0

> 50 Tahun 12 12.0 12.0 100.0

Total 100 100.0 100.0

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya mayoritas
responden adalah yang berusia pada 41-50 tahun yaitu sebesar 42% atau sebanyak

42 orang, kemudian <31 tahun adalah sebesar 36% atau sebanyak 36 orang, dan
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yang berusia >50 tahun sebesar 12% atau sebanyak 12 orang, dan terakhir wajib
pajak yang berusia 31-40 tahun yaitu sebesar 10% atau sebanyak 10 orang.

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
Laki-laki 78 7.0 78.0 78.0
Valid Perempuan 22 22.0 22.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Sumber : Data diolah (2025)
Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak
(mayoritas) dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan besaran nilai 78% atau
sebanyak 78 orang, sedangkan perempuan sebesar 22% atau sebanyak 22 orang.

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent
SMA Sederajat 8 8.0 8.0 8.0
D3/s1 68 68.0 68.0 76.0
Vvalid S2 6 6.0 6.0 82.0
Lainnya 18 18.0 18.0 100.0
Total 100 100.0 100.0

Sumber : Data diolah (2025)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya tingkat pendidikan
(mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang
memiliki tingkat pendidikan D3/S1 sebesar 68% atau sebanyak 68 orang,
kemudian SMA sederajat sebesar 8% atau sebanyak 8 orang dan S2 sebesar 6%

atau sebanyak 6 orang, kemudian lainnya sebesar 18% atau sebanyak 18 orang.



4.1.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1) Uji Validitas

Menguji

hal 76)

validitas

berarti

menguji

sejauh mana Kketepatan atau
kebenenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen

valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar Juliandi et al., (2018

Kinerja peneriman/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jikar hitung > r tabel maka dinyatakan valid

2. Jikar hitung <r tabel maka dinyatakan tidak valid

Tabel. 4.4
Uji Validitas
Variabel Item r hitung r tabel Keterangan
Y1 0,936 0.2656 Valid
Y2 0,861 0.2656 Valid
Penerimaan Y3 0,896 0.2656 Valid
Pajak(Y) Y4 0,915 0.2656 Valid
Y5 0,896 0.2656 Valid
Y6 0,891 0.2656 Valid
X1.1 0,767 0.2656 Valid
X1.2 0,888 0.2656 Valid
Ke\ﬁ?ga” X1.3 0,927 0.2656 | Vald
pajak(X1) X1.4 0,918 0.2656 Val!d
X15 0,934 0.2656 Valid
X1.6 0,802 0.2656 Valid
X2.1 0,863 0.2656 Valid
X2.2 0,921 0.2656 Valid
Surat X2.3 0,868 0.2656 Valid
teguran(X2) X2.4 0,851 0.2656 Valid
X2.5 0,787 0.2656 Valid
X2.6 0,620 0.2656 Valid
X3.1 0,784 0.2656 Valid
X3.2 0,883 0.2656 Valid
Surat X3.3 0,875 0.2656 Valid
paksa(X3) X3.4 0,881 0.2656 Valid
X3.5 0,909 0.2656 Valid
X3.6 0,779 0.2656 Valid
Akuntansi X4.1 0,852 0.2656 Valid




51

Pajak (X4) X4.2 0,910 0.2656 | Valid
X4.3 0,803 0.2656 | Valid
X4.4 0,828 0.2656 | Valid
X4.5 0,786 0.2656 | Valid
X4.6 0,624 0.2656 | Valid

Sumber : Hasil SPSS (2024)

Dari tabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Penerimaan Pajak lebih
besar dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Penerimaan Pajak
dinyatakan valid.
Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Kesadaran wajib pajak lebih
besar dari nilai r tabel yakni 0,2656 maka semua indikator pada variabel
Kesadaran wajib pajak dinyatakan valid.
Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel surat teguran lebih besar
dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel surat teguran dinyatakan
valid.
Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel surat paksa lebih besar dari
0,2656 maka semua indikator pada variabel surat paksa dinyatakan valid.
Nilai validitas untuk seluruh pertanyaan variabel Akuntansi pajak lebih besar
dari 0,2656 maka semua indikator pada variabel Akuntansi pajak dinyatakan

valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda.

Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama Sugiyono,

(2019 hal 248). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable
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menurut Juliandi et al., (2018 hal 148) kriteria pengujiannya adalah sebagai

berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha > 0,6, maka instrument
dinyatakan reliable (terpercaya).

2. Jika nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha < 0,6, maka instrument

dinyatakan tidak reliable (tidak terpercaya).

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas
No Variabel Nilai Status
Croncbachs
Alpha
1 Penerimaan Pajak 0,952 Realibilitas Baik
2 Kesadaran Wajib Pajak 0,938 Realibilitas Baik
3 Surat Tagihan Pajak 0,903 Realibilitas Baik
4 Surat Paksa 0.925 Realibilitas Baik
5 Akuntansi Pajak 0.890 Realibilitas Baik

Sumber : Data SPSS 2025
1. Penerimaan Pajak memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,784 > 0,600 maka
variabel Penerimaan Pajak adalah reliabel
2. Kesadaran wajib pajakmemiliki nilai reliabilitas sebesar 0,787 > 0,600 maka
variabel Penngelolaan keuangan adalah reliabel
3. Surat teguranmemiliki nilai reliabilitas sebesar 0,798> 0,600 maka variabel
Surat teguranadalah reliabel
4.1.3. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk
mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada

model regresi linear berganda merupakan model yang baik atau tidak.



Ada beberapa pengujian asumsi klasik tersebut, yaitu :

1) Normalitas

2) Multikolinieritas

3) Heteroskedastisitas

1) Normalitas
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Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam

model regresi variable dependen dan independennya memiliki distribusi normal

atau tidak. Adapun hasil uji normalitas data dengan pendekatan kolmogorov

smirnov, dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Penerimaan Kesadaran Surat Surat Paksa Akuntansi
Pajak Wajib Pajak | Teguran Pajak

N 100 100 100 100 100
Normal Mean 3.8300 245700 24.5700 23.1200 22.3800
Parameters .98530 5.32624 | 5.32624 3.38619 3.32519
2 Std. Deviation
Most Absolute .228 187 .187 .251 151
Extreme Positive 152 154 154 133 113
Differences Negative .228 .187 .187 141 151
Kolmogorov-Smirnov Z 2.285 1.874 1.508 1.371 1.203
Asymp. Sig. (2-tailed) .200 .200 221 170 A71

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah (2025)
Pada hasil analisa data yang termuat dalam tabel di atas, bahwa dapat

diambil sebuah keputusan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Hasil ini mengindikasikan bahwa nilai pada uji ini, dan data yang digunakan

dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi.

2) Multikolinearitas
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Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang
digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai faktor inflasi varian
(Variance Inflasi Factor/VIf), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel 4.7 Coefficient

Coefficients?

Model Correlations Collinearity Statistics
Zero-order Partial Part Tolerance VIF
(Constant)
Kesadaran Wajib .827 -.017 -.009 .012 2.797
1 Pajak
Surat Teguran 125 .036 .020 .010 2.885
Surat Paksa .832 .160 .088 .013 2.106
Akuntansi Pajak 724 -.007 -.004 .011 2.820

Sumber : Data diolah (2025)

Ketiga variabel independent yaitu X1, dan Xz memiliki nilai VIF dalam
batas toleransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), dan nilai Variance
Inflation Faktor (VIF) lebih kecil dari 4,sehingga tidak terjadi multikolonieritas
dalam variable independen penelitian ini.

3) Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model
regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang
lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dasar pengambilan keputusan adalah : jika pola tertentu, seperti
titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi
heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point)
menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.




55

Scatterplot
Dependent Variable: Penerimaan Pajak
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Gambar 4.2 Scatterplot
Sumber : Data diolah (2024)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak,
tidak membentuk pola yang jelas/teratur, secara tersebar baik diatas maupun
di bawah angka O pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi
heteroskedastisitas” pada model regresi.
4.1.4. Analisis Data
Bagian ini adalah menganalisis data yang berasal dari data-data
yang telah dideskripsikan dari subbab sebelumnya (subbab deskripsi data). Data-
data yang telah dianalisis dimulai dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk suatu
statistik tertentu, dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis untuk

penarikan kesimpulan.
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4.1.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun regresi linear berganda bertujuan untuk melihat hubungan dan
arah hubungan antar variabel independen tehadap variabel dependen dalam
bentuk persamaan. Persamaan Regresi Berganda sebagai berikut :

Y = <+ bX1+ bX2 + bX3 +bX4e

Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda

Coefficients?

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 2.469 2.082 1.186 .238
Kesadaran Wajib .096 .594 .082 3.161 .000
1 Pajak
Surat Teguran 274 N 194 3.353 .000
Surat Paksa .946 .601 .787 2.575 .001
Akuntansi Pajak .053 781 -.037 2.069 .002

Sumber : Data diolah(2025)
Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program
software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :
Y =2,469+0,096X1 + 0,274 X2++ 0,946 X3+ 0,53X4 €
1) Konstanta mempunyai nilai regresi positif, artinya jika variabel Kesadaran
wajib pajak, surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak dianggap nol,
maka hubungannya searah terhadap Penerimaan Pajak .
2) Kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif,
artinya bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran wajib pajak maka akan

terjadi peningkatan Penerimaan Pajak
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3) Surat teguran mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya

bahwa setiap kenaikan variabel Surat teguran maka akan terjadi

peningkatan Penerimaan Pajak

4) Surat paksa mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya

bahwa setiap kenaikan variabel Surat paksa maka akan terjadi peningkatan

Penerimaan Pajak

5) Akuntansi pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif, artinya

bahwa setiap kenaikan variabel Akuntansi pajak maka akan terjadi

peningkatan Penerimaan Pajak

Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

1) Uji t (Secara Parsial)

4.1.4.2. Uji Hipotesis

Tujuan dari Uji t adalah untuk melihat indeenden terhadap variabel

dependen. data tersaji pada tabel di bawah ini, adapun t tabel = 1,66 (lihat tabel t

untuk N=100).

Tabel 4.9 Uji t
Coefficients®
Model Unstandardized Coefficients Standardized Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 2.469 2.082 1.186 .238

Kesadaran Wajib Pajak .096 .594 .082 3.161 .000
1 Surat Teguran 274 77 194 3.353 .000

Surat Paksa .946 .601 787 2.575 .001

Akuntansi Pajak .053 .781 -.037 2.069 .002

Sumber : Data diolah (2025)

a) Pengaruh Kesadaran wajib pajakterhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Kesadaran wajib

pajakmenunjukkan nilai thiung =3,161 > twser = 1,66 dengan nilai signifikansi
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sebesar =0,000 < 0.05 dengan demikian berarti Kesadaran wajib pajak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak, yang berarti Hipotesis
diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan

Penerimaan Pajak

Terima Hy

Tolak Hy Tolak Hy

= tl'l.itu.ng — tiabel 0 tiabel tl'litu.ng

Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis |
b) Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat teguran=3,353 > t tabel =
1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti menunujukkan
bahwa Surat teguran memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini

berarti Hipotesis diterima.

Terima Hy

Tolak Hy Tolak Hy

= thitu.ng - tiahel 0 tiabel thitu.ng

Gambar 4.3 Pengujian Hipotesis 11
¢) Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Surat paksa =2,575 > t tabel

= 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti menunujukkan
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bahwa Surat paksa memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti

Hipotesis diterima.

Terima Hy

Tolak Hy Tolak Hy

= th.itung —tiahel 0 tiabel thitu.ng

Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis 111
d) Pengaruh Akuntansi pajak terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Akuntansi pajak =2,069 > t
tabel = 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti
menunujukkan bahwa akuntansi pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan

Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Terima Hy

Tolak Hy Tolak Hy

= th.itung —tiahel 0 tiabel thitu.ng

Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis IV
2) Uji F (Secara Simultan)

Hasil perhitungan Uji F disajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.10 Uji F
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ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 2658.445 4 664.611 55.492 .000P
1 Residual 1137.795 95 11.977
Total 3796.240 99

Sumber : Data diolah (2025)

Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai Fhitung = 55,492> F
tabel =2,70 (lihat tabel F untuk N = 100) dengan nilai probabilitas yakni sig adalah
sebesar 0,000 < 0,05. Artinya kesadaran wajib pajak, surat teguran, surat paksa
dan akuntansi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

Penerimaan Pajak, maka keputusannya Hipotesis diterima.

Ho ditolak

Ho dilermma

Z 7

Gambar 4.4 Pengujian Hipotesis V

c) Koefisien Determinasi (R?)
Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square.

Tabel 4.11 Koefisien Determinasi
Model Summary®

Model R R Square Adjusted R Std. Error Change Statistics
Square ofthe | R Square Change | F Change dfl
Estimate
1 .8372 .700 .688 3.46075 .700 55.492

Sumber : Data diolah (2025)
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Dari hasil pengolahan data di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi
(R Square) sebesar 0,700, hal ini berarti kesadaran wajib pajak, surat teguran,
surat paksa dan akuntansi pajak secara bersama-sama berpengaruh sebesar 70%
terhadap Penerimaan Pajak, sedangkan sisanya 30% Penerimaan Pajak

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan
4.2.1. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai
dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran Wajib
Pajak sendiri berpengaruh kepada 3 faktor yaitu pengetahuan wajib pajak,
systemselfassessment dan pendapatan .Penelitian yang dilakukan oleh peneliti
terdahulu memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman self
assesment system, tingkat penghasilan wajib pajak, dan kemudahan dalam
melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara simultan dan
signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Kesadaran wajib
pajakmenunjukkan nilai thiung =3,161 > tuver = 1,66 dengan nilai signifikansi
sebesar =0,000 < 0.05 dengan demikian berarti Kesadaran wajib pajak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak, yang berarti Hipotesis
diterima. Artinya Kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan
Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Esti Hilminawati (2023),
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(Hartana and Merkusiwati, 2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib
pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin
tinggi kesadran wajib pajak maka akan mampu meningkatkan tingkat penerimaan
pajak.

4.2.2. Pengaruh Surat teguran terhadap Penerimaan pajak

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak
atau Fiskus karena Wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak,
khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat
peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. Surat tagihan pajak (SPT)
merup\akan surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan denda. (Ritonga, 2020).

Surat teguran akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang
menerimanya, biasanya ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak sehingga surat penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap
penerimaan pajak.

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk Surat teguran=3,353 > t tabel =
1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti menunujukkan
bahwa Surat teguran memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini
berarti Hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Handayani (2023),
Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) menunjukkan bahwa surat teguran
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.3. Pengaruh Surat paksa terhadap Penerimaan pajak
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Surat paksa merupakan surat penagihan pajak setelah adanya surat
teguran. Apabila wajib pajak tidak membayar hingga jatuh tempo, maka akan
diterbitkannya surat tagihan pajak yang kemudian jika terus diabaikan akan
dikeluarkan surat paksa. Surat tagihan pajak memiliki dasar hukum yang sama
dengan surat ketentuan pajak yaitu peraturan meteri keuangan republik Indonesia
Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan
Surat Ketetapan Pajak.

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Surat paksa =2,575 > t tabel
= 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti menunujukkan
bahwa Surat paksa memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak, hal ini berarti
Hipotesis diterima.

Surat paksa akan memberikan dampak dan efek kepada wajib pajak yang
menerimanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023),
Ermadiani (2018) dan Kesuman (2019) didapatkan hasil bahwa surat paksa
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.4. Pengaruh Akuntansi Pajak PPh Badan terhadap Penerimaan pajak

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang
bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non
Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal
17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pajak
Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara

angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat
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pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus
dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan

Hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk Akuntansi pajak =2,069 > t
tabel = 1,66 dengan nilai signifikansi sebesar =0,000 < 0,05 yang berarti
menunujukkan bahwa akuntansi pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan
Pajak, hal ini berarti Hipotesis diterima.

Dalam hal hubungannya dengan penerimaan pajak ketika seorang wajib
pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri tanpa diwakilkan oleh pihak
lain maka akan meningkatkan kemampuannya dalam melaporkan dan membayar
pajak, sehingga hal ini akan berdampak kepada pembayaran pajak yang tepat

waktu dan meningkatkan penerimaan pajak..



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi linier berganda yang telah

dilakukan pada penelitian ini, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1.

Kesadaran wajib berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan
Pajak Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika
wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang baik maka akan menigkatkan
penerimaan pajak

Surat teguran berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat
teguran berjalan efektif maka akan menigkatkan penerimaan pajak

Surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika surat
paksa berjalan efektif maka akan menigkatkan penerimaan pajak
Akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak
Pada wajib pajak di KPP Medan Belawan, dengan demikian jika wajib
pajak memliki pemahaman akuntansi pajak yag baik maka akan
menigkatkan penerimaan pajak

Kesadaran wajib pajak, Surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak
nmemiliki pengaruh psoitif signifikan terhadap Penerimaan Pajak wajib

pajak di KPP Medan Belawan
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5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada KPP Medan Belawan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak
dengan meningkatkan Kesadaran wajib pajak dan memberikan surat tegura
dan surat paksa yang efektif agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Kepada wajib pajak juga diharapkan dapat saling mendukung dengan
mensosialisasikan informasi-informasi yang didapatkan untuk kemajuan ,
misalnya peraturan-peraturan dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan
untuk pengembangan diri.

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbanyak responden dan
memperluas area survey tidak hanya pada satu wilayah saja, kemudian
menambah variabel independen atau variabel moderating guna mengetahui
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat variabel
dependen.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dijelaskan keterbatasan

penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih menggunakan empat variabel saja yaitu Kesadaran
wajib pajak, Surat teguran, surat paksa dan akuntansi pajak, sedangkan
variabel mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak masih
banyak seperti pelayanan, sosialisasi perpajakan , tingkat pemahaman
pajak dan sebagainya.

2. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden sehingga

selanjutnya dapat ditambah untuk menambah kualitas penelitian.
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Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan
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